BUPATI BANTUL
 PERATURAN  BUPATI BANTUL
NOMOR      27  TAHUN  2008
TENTANG 

 PETUNJUK PELAKSANAN  KEGIATAN SENSUS BARANG DAERAH 
KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2008
BUPATI BANTUL,
	Menimbang       :
	a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan barang daerah perlu adanya pendataan barang daerah yang dilakukan secara rutin dan berkelanjutan setiap 5 (lima) Tahun sekali;
b. bahwa untuk mendapatkan data barang yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan serta akurat harus melalui Sensus Barang Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Sensus Barang Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2008;



	Mengingat         :
Memperhatikan :
	1. Undang-Undang Nomor 15  Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah  sebagaimana telah diubah  dengan Undang-Undang   Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1960 tentang Sensus Barang Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan  Mulai  Berlakunya Undang -Undang Nomor 12, 13, 14, dan 15;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Negara/Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 13  Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah  dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2008 tentang   Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2008;
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 78 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2008;
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 79 Tahun 2007 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2008;
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 5 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2008;
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1971 tentang  Inventarisasi Barang- Barang Daerah Milik Negara;




	
	                                   MEMUTUSKAN  :


	Menetapkan      :
	PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN SENSUS BARANG DAERAH KABUPATEN  BANTUL TAHUN ANGGARAN 2008


BAB I
KETENTUAN UMUM

PASAL I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantul.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bantul.

3. Bupati adalah  Kepala Daerah Kabupaten Bantul.

4. Kepala Bagian Perlengkapan adalah  Kepala Bagian Perlengkapan Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul.
5. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja barang Daerah atau perolehan lainnya yang sah.

6. Pengelolaaan Barang Milik Daerah selanjutnya disebut sebagai Pengelola adalah Pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.
7. Pembantu pengelola Barang Milik Daerah adalah Pejabat yang mengkoordinasikan penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah.

8. Pengguna Barang Milik Daerah adalah selanjutnya disebut pengguna adalah pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
9. Penguasa Pengguna Barang milik Daerah Kepala Satuan Kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh pengguna untuk menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya.

10. Satuan Kerja pengkat Daerah selanjuta disebut sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku pengguna barang.

11. Unit Kerja adalah Bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku kuasa pengguna barang.

12. Petugas Pelaksana sensus adalah pengurus barang  daerah yang ada di masing- masing Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja.
13. Kartu Inventaris barang selanjutnya disebut KIB Kartu untuk mencatat barang-barang inventaris secara tersendiri atau kumpulan/kolektif dilengkapi data asal,volume, kapasitas,merk, type, nilai,/ harga data laian mengenai barang tersebut, yang diperlukan untuk inventasasi Maupin tujun lain dan dipergunakan selama barang tersebut belum dihapuskan Kartu Inventaris barang terdiri dari Kartu Inventaris barang  A sampai dengan Kartu Inventaris Barang F.
14. Kartu Inventaris Ruangan selanjunya disebut KIR adalah Kartu untuk mencatat barang-barang inventaris yang ada dalam suatu ruangan.
15. Buku Inventaris yang selanjunya disebut Bi adalah himpunan catatan data teknis dan administrasi yang diperoleh dari catatan kartu barang inventaris ( KIB ) sebagai hasil sensus  di tiap –tiap Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dilaksanakan serentak pada waktu tertentu.

16. Buku Induk Inventaris ( BII ) merupakan kompitasial/gabungan dari buki inventaris.

17. SDN adalah Sekolah Dasar Negeri merupakan unit kerja dari cabang Dinas Pendidikan & Kebudayaan.

18. SMP N adalah Sekolah Menengah Pertama Negeri dan merupakan salah satu instansi pengguna baranmg yang berada di bawah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

19. SMA N adalah Sekoloh Menengah Atas Negeri dan merupakan salah satu instansi pengguna barang yang berada di bawah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

20. SMK N Sekoloh menengah Kejuruan Negeri dan merupakan salah satu instansi pengguna barang yang berada dibawah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

PASAL I

Maksud Pelaksanaan sensus barang daerah ini adalah untuk mendapatkan data/keterangan tentang keadaan barang inventaris kekayaan pemerintah Daerah pada kurun waktu tertentu.

Pasal II

Tujuan Pelaksanaan sensus barang  Daerah adalah untuk meningkatkan tertib administrasi, tertib, pelaksanaan pengadaan , tertib inventarisasi, tertib perawatan dan dapat mengetahui jumlah seluruh kekayaan Pemerintah Daerah yang ada dalam bentuk barang.

Pasal III

Sasaran Sensus Barang Daerah adalah :

(1) Barang Daerah termasuk barang yang dipisahkan.
(2) Barang Milik Negara dalam arti barang milik Pemerintah Pusat dan  Propinsi dipergunakan di Daerah.

(3) Untuk memperoleh data yang lengkap dari barang barang tersebut diatas Pemerintsah Daerash harus membuat buku induk Inventaris yang meliputi seluruh barasng dimaksud dan berlaku selama 5 tahun, dan seluruh barang inventaris daerah termasuk yang dalam proses penghapusan harus dicatat dengan lengkap pada formulir kartu inventsaris barang ( KIB ) yaitu :
a. KIB A untuk Tanah

b. KIB untuk mesin dan Peralatan

c. KIB C untuk gedung dan Bangunan

d. KIB D untuk jalan ,Irigasi dan Jaringan.

e. KIB E untuk asset tetap lainya.

f.   KIB F untuk Konstruksi dalam Pengerjaan.

(4) KIB A sampai F merupakan sumber  data pokok sebagai pendukung terhadap seluruh data inventaris yang akan dicatat dalam buku induk inventaris barang.

(5) Pengisian KIB ( Kartu Inventaris Barang ) datanya bersumber dari Kartu Inventaris Ruangan ( KIR ).
(6) Tahapan pelaksanaan, cara penggunaan kode barang dan cara pengisian formulir inventaris KIB dan KIR dan  BI serta  rekapitulasi BI.
PASAL II

TAHAPAN PELAKSANAAN

Pelaksanaan sensus barang daerah, dilaksanakan melalui tahap persiapan dan tahap pelaksanaan :

(1 ) . Tahap Persiapan:
a. pembentuksan sensus barang daerah;
b. penyusunan petunjuk tehnis pelaksanaan sensus barang daerah;
c. sosialisasi dan bimbingan pelaksanaan sensus  kepada petugas  pelaksanaan sensus;

d. menyediakan kartu/formulir/buku petunjuk pelakssanaan serta peralatan yang diperlukan.

     ( 2 ).  Tahapan Pelaksanaan:

a. penyampaian formulir dan bahan sampai unit kerja terendah;
b. melaksankan pengisian former KIB dan KIR di Masing masing SKPD sekaligus dengan penulisan kode lokasi dan kode barang;
c. penyelesaian hasil sensus dengan manyampaikan buku inventaris oleh unit kerja terendah  kepada instansi vertikal;
d. pembuatan daftar rekapitulasi oleh  unit/satuan kerja;
e. mengawasi dan mengevaluasi hasil sensus barang dalam SKPD/wilayah masing-masing;
f. membuat buku induk inventaris Kabupaten;
g. melaporkan hasil sensus barang Kabupaten kepala Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia.
PASAL III
Dalam pelaksanaan sensus barang daerah dimulai dari satuan kerja perangkat kerja terendah secara berjenjang dengan tahapan sebagai berikut :

(1) Tingkat Kecamatan

Kecamatan merupakan salah satu Instansi pengguna barang daerah, untuk itu setiap petugas pelaksanan sensus yang ada di Kecamatan mengisi formulir sebagai berikut :

a. Kartu Inventaris barang  ( KIB ) A sampai dengan KIB F;
b. Kartu Inventaris ruangan ( KIR R ) berdasarkan letak barang menurut ruangan   masing-masing;
c. Buku inventaris barang yang berada di Kecamatan bersangkutan dalam rangkap 3 ( tiga ) dan setelah diisi menjadi buku inventaris kecamatan dan dibuatkan rekapitulasinya lembar ke 3 di simpan di Kantor Camat bersangkutan sebagai arsip ( buku inventaris kecamatan), sedasngkan lembar ke 1 s/d 3 disampaikan ke Kabupaten melalui pembantu pengelola ( Kepala Bagian Perlengkapan );
d. Buku Inventaris Kecamatan yaitu :

1. buku inventaris barang daerah propinsi sebanyak 3 rangkap;
2. buku inventaris barang daerah Kabupaten sebanyak 3 rangkap; dan
3. buku inventaris barang milik Negara sebanyak 3 rangkap.

(2). Tingkat Sekolah Dasar Negeri (SDN ),SMP N,SMA N dan SMK N
       merupakan salah satu unit kerja pemakai barang daerah untuk itu setiap  petugas di  dalam pelaksanaan senseus barang harus mengisi :

a. kartu inventaris barang (KIB) a sampai dengan KIB F;
b. kartu inventaris ruangan (KIR) berdasarkan letak barang menurut ruangan masing masing;
c. buku inventaris barang yang ada di SDN bersangkutan dalam rangkap 5 dan setelah diisi menjadi buku inventaris SDN yang bersangkatan sebagai arsip (buku inventaris SDN sedangakan lembar Ke 1 s/d 4 dikirim disampaikan ke kuasa pengguna ( Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sesuai wilayahnya).
d. buku inventaris  SDN yakni :

a. buku inventaris barang daerah propinsi sebanyak rangkap 5;
b. buku invebntaris barang daerah Kabupaten sebanyak rangkap 5; dan
c. buku invebntaris barang milik Negara sebanyak rangkap 5.

e. buku inventaris SMP N, SMA N dan SMK N  yakni :
a. buku inventaris barang daerah Propinsi sebanyak rangkap 4;
b. buku inventaris barang daerah Kabupaten sebanyak rangkap 4;
c. buku invebntaris barang milik Negara sebanyak rangkap 4.
 (3). Tingkat Sekretariat, Kabupaten 

a. buku inventaris barang daerah propinsi sebanyak rangkap 2

b. buku inventaris barang daerah Kabupaten sebanyak rangkap 2

c. buku inventaris barang milik Negara sebayak rangkap 2 


buku inventaris barang daerah Kabupaten satu disimpan di Kabupaten satu dikirim ke propinsi. 
BAB IV

Kodefikasi barang

Sasaran dari sensus barang daerah adalah semua barang milik pemerintah yang ada dan dipergubnakan oleh pemerintah daerah, dalam rangka kegiatan sensus barang, maka setiap barang diberikan kodefikasi barang.

Kodefikasi barang adalah pemberian pengkodean barang pada setiap barang inventaris pemerintah daerah yang menyatakan kode lokasi dank ode barang.

BAB V

PENUTUP

Peraturan bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kabupaten Bantul

Ditetapkan di  Bantul

                      padaTanggal      24 Mei  2008                

                       BUPATI BANTUL,

     M. IDHAM SAMAWI
Dimuat dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul

Nomor 
  Tahun
Tanggal


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,
       GENDUT SUDARTO
LAMPIRAN I

 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 
  :   42 TAHUN 2008

 TANGGAL  :   21 FEBRUARI 2008

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM / PANITIA KEGIATAN SENSUS BARANG DAERAH  DAN TIM PEMBANTU PELAKSANAAN KEGIATAN SENSUS BARANG DAERAH

KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2008

SUSUNAN DAN PERSONALIA 
	NO
	JABATAN DALAM TIM


	JABATAN DALAM DINAS
	NAMA

	1
	Pembina
	Bupati Bantul.

	

	2.
	Wakil Pembina
	Wakil Bupati Bantul

	

	3.
	Pengarah/
Penasehat
	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul

	

	4..
	Ketua
	Asisten Administrasi Setda Kab Bantul

	

	5.
	Sekretaris
	Ka.Bag Perlengkapan Setda Kab Bantul

	

	6.
	Koordinator I
	Ka.Sub Bag Pengadaan Bagian Perlengkapan Setda Kab Bantul

	

	
	Koordinator II
	Ka Sub Bag Analisa  Kebutuhan & Inventaris Bagian Perlengkapan Setda Kab Bantul

	

	
	Koordinator III
	Ka Sub Bag Penyimpanan & Distribusi Bag Perlengkapan Setda Kab Bantul

	

	7.
	Anggota
	1. Unsur Bawasda Kabupaten Bantul
	Prapti Yohani,SE

	
	
	2. Unsur  Bappeda Kabupaten  Bantul
	Sriyono

	
	
	3. Unsur Bagian Tapem Setda Kab Bantul
	Titik Sri Rahayu,SIP

	
	
	4. Unsur Bagian Hukum Setda Kab Bantul
	Ngadinem

	
	
	5. Unsur Bagian Adm. Pem  Setda Kab Bantul
	Suwarti

	
	
	6. Unsur Bagian Keuangan Setda Kab Bantul
	Jugo Nur Subarkah,SE,MSi

	
	
	7. Unsur Bagian Perlengkapan Setda   Kab Bantul
	1. Evie Siti Nur, F,SIP
2. Siti Nuryani,SE

3. Dewi Nur Harjanti,SE

4. Tumijan,SIP

5. Dalikem

6. Human Gunadi

7. Sri Suhartini


	
	
	
	8. Suryanti,SIP
9. Sukesi Heruwanti

10. Wiwuk Suhartati

11. Widayati

12. P. Wijiana

13. Ismoyo

14. Suradi

15. Dalijo

16. Tavip Purnomo.


BUPATI BANTUL,
M. IDHAM SAMAWI.
	
	


